




2.1  TINJAUAN TENTANG TEORI EFEKTIFITAS HUKUM  
  Dalam teori efektifitas hukum, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 




 a. Undang-Undang  
  suatu undang-undang memiliki pengaruh dalam pencapaian hukum. Undang-Undang 
harus memenuhi suatu muatan substansi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari 
dibuatnya Undang-Undang tersebut.  
 b. Penegak Hukum 
  Agar hukum dapat berjalan efektif, perlu adanya para penegak hukum yang memiliki 
ketegasan, pengetahuan dan pemikiran yang ideal untuk menegakkan ketentuan hukum. 
Faktor penegak hukum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses penegakan 
hukum. 
 c. Sarana dan Fasilitas 
  Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan 
berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga 
manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 
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serta keuangan yang cukup. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting 
dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin 
penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual 
 d. Masyarakat 
  Masyarakat memegang peranan penting dalam efektifitas hukum. Hal ini diutamakan 
mengenai kesadaran masyarakat sendiri sebagai bagian daripada pelaku hukum yang 
berkewajiban memiliki kesadaran untuk ikut menegakkan hukum. Termasuk pula 
diantaranya melaporkan setiap tindakan yang melanggar hukum sebagai upaya daripada 
penegakan hukum. 
 e. Kebudayaan 
  Dalam efektifitas hukum, perlu diperhatikan apakah materi yang terdapat dalam peraturan 
perundangan sudah sesuai dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Hal ini karena 
hukum tidak akan berjalan jika dalam peraturan perundangan yang menjadi dasar 






2.2  TINJAUAN TENTANG KON SUMEN DAN PELAKU USAHA  
2.2.1 Pengertian Konsumen 
  Pengertian konsumen yang merupakan definisi yuridis formil terdapat pada Undang - 
Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pengertian konsumen 
dalam UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 




  Definisi mengenai konsumen juga terdapat pada Undang - Undang No.5 tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal 1 angka 15 
Undang - undang No.5 tahun 1999 diatur mengenai definisi konsumen yaitu konsumen adalah 
setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan jasa baik untuk kepentingan din' sendiri maupun 
untuk kepentingan pihak lain. 
  Pengertian konsumen, sebagai alih bahasa dari consument (Belanda), secara harafiah 
mengandung arti pihak pemakai jasa atau barang. Sedangkan konsumen, sebagai alih bahasa dari 
consumer (Inggris) mengandung arti seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang 
atau menggunakan jasa, atau seseorang, atau suatu perusahaan yang membeli suatu barang 
tertentu atau menggunakan jasa tertentu, juga seseorang atau suatu perusahaan yang 
menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang
3
 
  Pengertian konsumen menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, konsumen adalah 
setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan
4
. 
  Menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary, disebutkan tentang definisi konsumen 
yaitu: 
  A person who buys goods or uses services
5
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Definisi tersebut mengandung arti seorang yang membeli suatu atau beberapa jenis barang atau 
menggunakan suatu jasa. Sedangkan dalam Black's law dictionary, memberikan definisi 
konsumen secara lebih lengkap dan rinci yaitu 
  One who consumers, individual who purchase, use, maintain, and dispose of products 
and services, a member of that broad class of people who are affected by pricing policies, 
financing practices, quality of goods and services, credit reporting, de collection, and other 
trade practices for which state and federal consumer preotection laws are enacted. Consumers 




Arti dari definisi tersebut adalah orang yang mengkonsumsi, orang - perorangan yang membeli, 
menggunakan, mempertahankan, dan menghabiskan barang dan/atau jasa, anggota masyarakat 
luas yang dipengaruhi oleh kebijakan harga, praktek pembiayaan, kualitas barang dan jasa, 
laporan kredit, penagihan utang, dan praktek perdagangan lain yang mana dilindungi oleh hukum 
yang berkaitan dengannya. Konsumen dibedakan dari pengusaha pabrik (yang menghasilkan 
barang) dan pedagang pemborong, serta pedagang eceran (yang menjual barang). 
  Masyarakat memiliki pengertian mengenai konsumen. Pengertian konsumen menurut 
masyarakat adalah bahwa konsumen itu adalah pembeli, penyewa, nasabah (penerima kredit 
lembaga jasa perbankan atau asuransi), penumpang angkutan umum, atau pads pokoknya 
langganan dari pengusaha.
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 Ditambahkan lagi bahwa konsumen adalah setiap orang yang 




                                                 
6
  Henry Campbell, Black’s law dictionary, fifth edition, west publishing co, 1979, hal. 268. 
7
  Az Nasution, Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen 
Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 68-69.  
8
  Ibid, hal 69. 
2.2.2 Pengertian Pelaku Usaha  
  Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha sangat erat dan tidak dapat dipisahkan 
keberadaannya. Dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha terdapat. suatu 
hubungan mendasar, suatu hubungan timbal balik antar keduanya. Hubungan timbal balik ini 
sifatnya hubungan mutualisme yang saling menguntungkan dengan konsumen melakukan 
pembayaran sebagai suatu kompensasi atas mempergunakan barang atau jasa yang dihasilkan 
oleh pelaku usaha dan pelaku usaha mendapatkan pembayaran atas barang atau jasa yang telah 
dihasilkan olehnya. 
  Pengertian pelaku usaha secara yuridis formil terdapat dalam. Undang - Undang No. 5 
tahun 1999 (UU No.5 tahun 1999) tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
dan Undang - Undang No. 8 tahun 1999 (UU No. 8 tahun 1999) tentang Perlindungan 
Konsumen. Menurut ketentuan pasal I angka 5 UU No. 5 tahun 1999 dan pasal 1 butir 3 UU No. 
8 tahun 1999 mengatur definisi yang sama mengenai pelaku usaha. Definisi pelaku usaha 
menurut kedua Undang-Undang tersebut adalah:  
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan 
usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama 
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”  
 
2.2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen  
  Salah satu fungsi dari produk legislatif yang berupa Undang - Undang adalah fungsi 
perlindungan hak. Pada hakekatnya Undang - Undang mencakup semua ketentuan yang 
bertujuan untuk melindungi hak -hak dari setiap individu tanpa terkecuali. 
  Menurut pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat delapan 
hak konsumen yaitu:  
 a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa. 
  Dalam hal ini, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Setiap produk barang 
dan/atau jasa tersebut tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi oleh konsumen 
sehingga konsumen tidak dirugikan baik dirugikan secara jasmani maupun dirugikan 
secara rohani. 
 b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut 
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 
  Konsumen dalam memilih barang dan/atau jasa yang beragam jumlahnya berhak 
memiliki hak untuk menentukan pilihannya. Dalam menentukan pilihannya, konsumen 
bebas dan tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak lain sehingga timbul 
ketidakbebasan dalam memilih barang dan/jasa yang akan dipilih. 
 c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa. 
  Konsumen berhak mendapatkan setiap informasi yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi 
barang dan/atau jasa yang akan dipilihnya. Informasi tersebut meliputi kualitas suatu 
produk, harga suatu produk, jumlah produk yang tersedia di pasaran, serta kemungkinan 
akan adanya pilihan suatu produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan. 
 d. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 
digunakan. 
  Konsumen berhak untuk didengar pendapatnya dalam hal konsumen melakukan 
pembenaan diri akibat merasa dirugikan atas barang dan/jasa yang dihasilkan oleh pelaku 
usaha. Selain itu, konsumen juga berhak atas pengajuan permintaan informasi lebih 
lanjut. 
 e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan hukum, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
  Konsumen berhak untuk mendapat perlindungan hukum serta mendapatkan pengarahan 
dalam bidang hukum untuk memilih jalur yang akan digunakan dalam menyelesaikan 
sengketa konsumen apabila konsumen merasa dirugikan atas suatu barang dan/atau jasa 
oleh pelaku usaha. 
 f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 
  Konsumen berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen mengingat 
banyaknya iklan produk barang dan/atau jasa yang menyesatkan yang dapat 
menimbulkan persepsi yang keliru dari konsumen terhadap produk yang ditawarkan. 
 g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 
  Dalam prakteknya, masih sering terdapat tindakan diskriminatif yang dialami oleh 
konsumen yang dirugikan dalam proses pengaduan konsumen. Seperti contohnya, 
pengaduan konsumen kepada lembaga - lembaga perlindungan konsumen lebih sering 
didengar dan mendapatkan respon ketimbang pengaduan konsumen kepada bagian 
customer service atau suara konsumen suatu perusahaan yang memproduksi barang 
dan/atau jasa. 
 h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, jika barang 
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya. 
  Berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 5, kewajiban 
konsumen adalah sebagai berikut: 
 a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan 
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 
 b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 
 c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
 d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
 
  Tujuan dari pencantuman kewajiban konsumen adalah agar konsumen mendapatkan 
perlindungan hukum secara menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi dirinya dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Tentu saja, perlindungan tidak hanya dart pemerintah 
melainkan juga perlindungan dart dalam dirt konsumen sendiri. 
 
2.2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha  
UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara garis besar ditujukan untuk 
melindungi konsumen dan tentu saja sedikit bertitik tolak pada kesadaran akan pentingnya 
perlindungan akan hak konsumen. Walaupun demikian, UU No. 8 tahun 1999 juga tidak semata 
mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen. Terdapat pula ketentuan yang mengatur tentang 
hak dan kewajiban pelaku usaha. 
  Atas dasar tujuan untuk menciptakan kenyamanan dalam hubungan. usaha antara 
konsumen dan pelaku usaha, maka UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
mengatur ketentuan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak - hak pelaku usaha secara 
garis besar adalah sebagai berikut
9
: 
 a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan 
nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
 b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad 
baik; 
 c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa 
konsumen; 
 d. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian 
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
 e. Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan - peraturan perundang - undangan 
lainnya. 
 
Sedangkan menurut pasal 7 Undang - Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki 
kewajiban - kewajiban yaitu: 
 a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
 b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan 
pemeliharaan; 
 c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif, 
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 d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 
 e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang 
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 
dan/atau diperdagangkan; 
 f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, 
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
 g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa 
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
 
2.3  TINJAUAN TENTANG PERATURAN MENTERI  
  Peraturan Menteri yang berbentuk dengan Surat Keputusan Menteri adalah salah satu 
produk hokum yang dibentuk berkaitan dengan pelaksanaan dari suatu peraturan perundangan 
yang lebih tinggi yaitu Undang-undang. Undang-undang, sebagai aturan hukum, pada umumnya 
hanya mengatur materi atau substansi yang sifatnya dasar dan oleh karena itu memerlukan suatu 
peraturan pelaksana. 
  Undang-undang No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 53 mengatur 
ketentuan yang berbunyi: 
“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian 
sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri”. 
Ketentuan dalam pasal 53 tersebut menjadi dasar dikeluarkannya SURAT KEPUTUSAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 350/MPP/Kep/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN 
WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. 
 
2.4  TINJAUAN TENTANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN 
 
2.4.1 Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  
  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki definisi yuridis formil yang 
diatur pads pasal 1 angka 11 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu badan yang bertugas menangani dan 
menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Menurut definisi dari UU No. 8 
tahun 1999 ini, dapat terlihat secara jelas bahwa BPSK merupakan badan yang memang 
memiliki tugas dan dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi 
antara konsumen dengan produsen. 
  Dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 dijelaskan bahwa BPSK dibentuk oleh 
pemerintah di daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan. 
Adapun pembentukan BPSK oleh pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian 
sengketa konsumen. BPSK merupakan alternatif dari penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. 
Hal ini berarti bahwa BPSK merupakan salah satu alternatif bagi konsumen yang merasa 
dirugikan oleh pelaku usaha. 
  Sebagaimana, tertuang dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) W No. 8 tahun 1999, bahwa 
konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat memilih dua jalur yaitu melalui jalur 
pengadilan umum dengan gugatan atau melalui jalur di luar pengadilan. Salah satu alternatif 
penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh konsumen dan 
pelaku usaha adalah dengan penyelesaian melalui BPSK. 
 
2.4.2 Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  
Secara garis besar, tugas dan kewenangan BPSK diatur dalam pasal 52 UU No. 8 tahun 1999 
yaitu: 
 a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui 
mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;  
 b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 
 c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 
 d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam 
undang - undang ini; 
 e. Meneri.ma pengaduan balk tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang 
terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
 f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; 
 g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 
perlindungan konsumen; 
 h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang 
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang - undang ini; 
 i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau 
setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia 
memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 
 j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna 
penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 
 k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen; 
 l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap 
perlindungan konsumen; 
 m. Menjatuhkan saksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang 
- undang ini. 
 
  Dalam pasal 53 UU No. 8 tahun 1999, diatur ketentuan bahwa ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan BPSK, khususnya BPSK yang berada di Daerah 
Tingkat II diatur lebih lanjut dalam surat Keputusan Menteri.  
  Menurut pasal 54 ayat (4) jo. Pasal 26 s/d 36 SK. Memperindag No. 
350/MPP/Kep/12/2001, BPSK melakukan persidangan penyelesaian sengketa konsumen dengan 
cara :  
 1. Konsiliasi  
  Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan 
perantara BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan 
penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak
10
. 
 2. Mediasi  
  Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan 
perantara BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak
11
. 
 3. Arbitrase  
  Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam 
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2.5  TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN  
2.5.1 Pengertian Perjanjian 
Dalam pasal 1313 KUH perdata dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih 
lainnya. Suatu perjanjian adalah sifatnya merupakan persetujuan dengan mana dua orang atau 
lebih yang sepakat mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 
  Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta 
benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu 
hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu
13
. Sedangkan pendapat yang 
lebih jelas dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad yang berpendapat bahwa perjanjian adalah 
semata - mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum
14
. 
  Setiap perjanjian memiliki suatu akibat hukum yaitu menimbulkan prestasi. Prestasi 
adalah suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu, dan atau untuk tidak melakukan sesuatu. 
Prestasi memiliki dua unsur, yaitu persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi 
oleh pihak yang berkewajiban (schuld) dan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban. untuk 
memenuhi kewajiban tersebut (haftung). 
  Sifat dari kewajiban atau prestasi adalah wajib dilakukan bagi para pihak yang terikat 
dalam perjanjian. Jika tidak dipenuhi seluruhnya, maka salah satu pihak dapat menuntut 
penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. 
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  Suatu perjanjian memiliki syarat - syarat agar perjanjian tersebut sah secara hukum. 
Mengenai syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang terbagi menjadi 
syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif berkaitan dengan subyek perjanjian, 
sedangkan syarat obyektif berhubungan dengan obyek dari perjanjian, yang mana tanpa 
keberadaannya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. 
  Akibat dari tidak dipenuhinya syarat subyektif tidak dipenuhi dalam perjanjian maka 
salah satu pihak mempunyai hak untuk memintakan pembatalan perjanjian tersebut, sedangkan 
apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka  mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi 
hukum. 
 
2.5.2 Syarat Sah Perjanjian 
Syarat sah perjanjian adalah: 
 a. Syarat Subjektif, terbagi atas: 
 1. Kesepakatan para pihak 
  Dalam perjanjian, antara kedua belah yang mengadakan kedua belah pihak harus telah 
mencapai kata sepakat, tanpa ada unsur paksaan atau ancaman sama sekali. Setelah 
tercapai kata sepakat, maka perjanjian itu dianggap telah lahir. 
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
  Dalam membentuk perjanjian, maka para pihak harus dalam keadaan cakap hukum. 
 
 Syarat obyektif, terbagi atas: 
 1. Suatu hal tertentu 
  Perjanjian yang melahirkan hubungan timbal balik antara dua pihak harus ditentukan 
terlebih dahulu kebendaan yang akan menjadi obyek perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan 
ketentuan pasal 1333 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus mempunyai 
sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. 
 2. Suatu sebab yang halal 
  Suatu sebab yang halal atau klausula halal Ham perjanjian diatur dalam pasal 1335 KUH 
Perdata yang mana sebab yang halal adalah:  
 1) bukan tanpa sebab; 
 2) bukan sebab yang palsu; 
 3) bukan sebab yang terlarang. 
Dalam hal perjanjian harus mengandung sebab yang halal, dalam pengertiannya adalah lebih 
kepada bahwa dalam melaksanakan prestasi yang terdapat pada perjanjian tidak mengandung 
unsur - unsur yang bertentangan dengan undang - undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. 
 
2.6  TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
2.6.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen  
  Lembaga pembiayaan konsumen adalah lembaga hukum yang diakui dalam dunia 
perekonomian yang semakin berkembang. Perusahaan pembiayaan konsumen (Consumers 
Finance Company) diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1998 pasal I angka 6 
tentang Lembaga Pembiayaan yang mana pengertiannya adalah badan usaha yang melakukan 
pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran 
atau kredit. 
  Latar belakang dari lahirnya lembaga pembiayaan konsumen adalah
15
: 
 a) Lembaga keuangan lain (bank) kurang tertarik atau tidak cukup banyak menyediakan 
kredit kepada konsumen yang pada umumnya merupakan kredit ukuran kecil. 
 b) Sumber dana formal lain kurang fleksibel dan tidak sesuai kebutuhan, misalnya Perum 
Pegadaian yang mengharuskan penyerahan jaminan dalam pemberian kredit, hal ini 
sangat memberatkan masyarakat. 
 c) Sistem pembayaran informal terlalu menekan masyarakat dengan bunga yang tidak 
rasional. 
 d) Sistem pembayaran koperasi kurang berkembang 
 
  Pada praktiknya, perjanjian pembiayaan konsumen mencakup berbagai bidang 
perekonomian. Salah satu jenis perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian pembiayaan 
kredit. 
  Perjanjian pembiayaan kredit memiliki prinsip - prinsip yang sama dengan prinsip 
perjanjian pembiayaan konsumen dimana unsur - unsur pelakunya diatur sesuai dengan prinsip 
perjanjian pembiayaan konsumen. 
 
2.6.2 Kedudukan Para Pihak 
  Kredit kendaraan bermotor, menurut pengertian dari lembaga pembiayaan konsumen, 
merupakan salah satu bentuk dari lembaga pembiayaan konsumen. Dalam hal perjanjian kredit, 
lembaga yang berperan adalah finance yang bertugas untuk melakukan pembiayaan dengan 
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sistem angsuran atau kredit. Sedangkan pihak dealer adalah pihak yang menjual barang kepada 
konsumen. 
  Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat
 dalamnya, yaitu pihak perusahaan pembiayaan (finance), pihak konsumen, dan pihak dealer. 
Hubungan antara ketiganya adalah sebagai berikut:  
 a) Hubungan Perusahaan Pembiayaan dengan Konsumen 
  Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pihak perusahaan pembiayaan merupakan 
kreditur dan pihak konsumen merupakan debitur. Pihak kreditur berkewajiban memberikan 
sejumlah uang untuk suatu barang konsumsi, sementara pihak debitur memiliki kewajiban untuk 
mengembalikan uang tersebut secara angsuran kepada pihak kreditur. 
 b) Hubungan Konsumen dengan Dealer 
  Dalam hubungan antara konsumen dengan dealer terdapat suatu hubungan jual beli yang 
mana pihak dealer selaku penjual menjual barang kepada konsumen dengan berlaku suatu syarat 
bahwa harga akan dibayar oleh lembaga pembiayaan selaku pihak ketiga yang memberikan 
biaya. 
 c) Hubungan Perusahaan Pembiayaan dengan Dealer 
  Pihak lembaga pembiayaan dan pihak dealer sebenarnya tidak mempunyai hubungan 
hukum yang khusus, kecuali bahwa pihak lembaga pembiayaan hanya sebagai pihak ketiga yang 
diisyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak 
dealer
16
. Maka, jika terjadi tindakan wanprestasi atau ingkar janji terhadap prestasi dalam 
perjanjian oleh lembaga pembiayaan dana selaku penyedia dana, maka perjanjian jual beli yang 
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rakyat.com/cetak/2006/032006/27/0903.htm. Diakses tanggal 17 Maret 2012. 
telah dibuat antara konsumen dengan pihak dealer batal dan pihak konsumen dapat mengajukan 
gugatan terhadap pihak lembaga pembiayaan atas dasar tindakan wanprestasi. 
 
2.6.3 Obyek Perjanjian Pembiayaan Konsumen  
  Pada umumnya obyek perjanjian pembiayaan konsumen adalah barang - barang 
konsumsi seperti alat - alat rumah tangga seperti mesin cuci, kulkas, kompor, alat - alat 
elektronik seperti televisi, komputer, laptop, hingga kendaraan bermotor baik roda dua maupun 
kendaraan roda empat. Dalam penelitian mi, obyek perjanjian pembiayaan konsumen yang 
dimaksud adalah kendaraan bermotor roda dua yang dibeli oleh konsumen khususnya di Kota 
Malang yang mengalami permasalahan khususnya dalam masalah klausula baku. 
 
2.6.4 Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen  
  Dasar hukum perjanjian pembayaran konsumen diatur dalam Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 61 tahun 198, Tentang Lembaga Pembiayaan, serta dengan aturan 
pelaksana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
468/KMK.017/1995, tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
1251/KMK.013/1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256, KMK.001/1989 
tanggal 18 November 1989. 
 
2.7  TINJAUAN TENTANG KREDIT  
Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang diubah menjadi bahasa Indonesia 
yaitu kredit yang mengandung anti kepercayaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan. 
  Kredit memiliki beberapa unsur yaitu:
17
 
 1. Kepercayaan 
  Kepercayaan adalah keyakinan dari kreditur bahwa kepercayaan (prestasi) yang 
d1berikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar - benar diterima kembali 
dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 
 2. Waktu 
  Waktu adalah masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi 
yang akan diterima di masa mendatang.  
 3. Risiko 
  Risiko adalah suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka 
waktu yang memisahkan prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian 
hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin besar tingkat risikonya karena adanya 
unsur ketidakpastian di masa mendatang, yang menyebabkan munculnya unsur risiko. 
 4. Prestasi 
  Prestasi adalah obyek kredit yang dalam praktiknya tidak hanya berbentuk uang, tetapi 
juga dapat berbentuk barang dan jasa. 
 5. Bunga 
  Adanya unsur bunga atau margin sebagai kompensasi bagi pemberi kredit merupakan 
perhitungan atas beberapa komponen seperti biaya modal, biaya umum, biaya, atau premi 
risiko. 
 
2.8  TINJAUAN TENTANG KREDIT KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI SALAH 
SATU BENTUK FASILITAS KREDIT 
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  Kredit Kendaraan Bermotor adalah salah satu bentuk kredit yang diberikan kepada 
masyarakat selaku konsumen. Kredit Kendaraan Bermotor, sebagai salah satu bentuk fasilitas 
kredit, memberikan fasilitas kepada konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor melalui 
sistem pembayaran kredit dengan sistem pembayaran secara berkala atau mengangsur
18
. 
  Kredit Kendaraan Bermotor menggunakan sistem pembayaran kredit dapat diberikan 
oleh lembaga bank maupun non bank sesuai dengan ikatan kerja sama antara produsen 
kendaraan bermotor dengan lembaga bank atau lembaga non bank. Kredit Kendaraan Bermotor 
diberikan oleh bank maupun non bank pads dasarnya berkaitan dengan ketentuan cara 
pembayaran angsuran melalui lembaga bank atau lembaga non bank dan hubungan antara 
konsumen dengan pelaku usaha yaitu lembaga bank atau lembaga non bank. 
  Konsumen yang membeli kendaraan bermotor dengan sistem kredit, akan melakukan dua 
perjanjian. Konsumen melakukan perjanjian dengan produsen dengan perjanjian jual dan beli 
yang mana sebagai akta bahwa konsumen telah melakukan pembelian barang hasil produksi, 
kemudian konsumen juga melakukan perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan lembaga 
bank atau lembaga non bank, dimana di dalam perjanjian tersebut kedudukan lembaga bank atau 
non bank adalah sebagai kreditur yang menghimpun angsuran kredit kendaraan bermotor yang 
dibayar oleh konsumen. 
  Salah satu lembaga non bank yang memberikan sistem kredit adalah lembaga 
pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen melakukan pemberian kredit 
Kendaraan Bermotor dengan konsumen dengan menggunakan perjanjian pembiayaan konsumen. 
 
2.9  TINJAUAN TENTANG KLAUSULA BAKU  
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  Pengertian klausula baku dalam perjanjian terdapat pads Undang - Undang Perlindungan 
Konsumen (UUPK) Pasal I angka 10 yang berbunyi: 
“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat - syarat yang telah dipersiapkan 
dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu 
dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. 
  Berdasarkan pasal 1 angka 10 ini, dapat diperhatikan bahwa pengertian klausula baku 
lebih ditekankan pada masalah prosedur pembuatannya. Dalam hal terkait masalah prosedurnya, 
hal ini memiliki kaitan yang besar dengan syarat sah suatu perjanjian yang tertuang dalam pasal 
1320 BW. Kesepakatan dalam hal perjanjian memiliki peran yang sangat penting mengingat 
bahwa suatu perjanjian lahir pertama kalinya dari suatu kata sepakat dari para pihak yang 
mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Dengan adanya suatu kesepakatan, maka para pihak 
terikat dengan perjanjian tersebut berdasarkan asas konsensualisme. 
  Dalam penggunaan kontrak baku/klausula baku, kebebasan untuk melakukan kontrak 
serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebas dengan 




  Walaupun pasal 1 angka 10 UUPK menekankan pada prosedur pembuatan klausula baku 
di dalam suatu perjanjian, akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa prosedur pembuatan klausula 
baku tersebut ikut mempengaruhi isi perjanjian. Artinya melalui berbagai klausula baku, isi 
perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan konsumen hanya 
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  Tidak semua klausula baku merugikan konsumen. Terdapat dua macaw klausula baku 
yaitu klausula baku yang bermasalah dan klausula baku yang tidak bermasalah. Sejauh mana 
klausula baku tersebut bermasalah dan merugikan konsumen, telah diatur dalam pasal 18 UUPK. 
  Pasal 18 UUPK memiliki ketentuan yaitu: 
 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap 
dokumen dan/atau perjanjian apabila;  
 a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
 b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang 
dibeli konsumen; 
 c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang 
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 
 d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung 
maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan 
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 
 e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa 
yang dibeli oleh konsumen; 
 f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi 
harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; 
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 g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku 
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. 
 h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan 
hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh 
konsumen secara angsuran. 
 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit 
terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit 
dimengerti. 
 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian 
yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan 
batal demi hukum. 
 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-
undang ini. 
  Berdasarkan pasal 18 UUPK, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua perjanjian 
dengan klausula baku merugikan konsumen. Sepanjang klausula baku yang terdapat pada 
perjanjian tidak melanggar ketentuan dari apa yang telah diatur dalam pasal 18, maka klausula 
baku diperbolehkan untuk tercantum dalam suatu perjanjian antara konsumen dengan pelaku 
usaha. 
  Dalam prakteknya, klausula baku telah menjadi ketentuan baku yang sering terdapat pada 
perjanjian. Klausula baku terdapat pada berbagai perjanjian yang dibuat oleh berbagai macam 
jenis usaha contohnya: 
 a. Klausula baku perjanjian (polis) asuransi; 
 b. Klausula baku perjanjian pembiayaan kredit rumah; 
 c. Klausula baku perjanjian jual beli barang elektronik; 
 d. Klausula baku perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor. 
  Dalam perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha yang jenisnya beragam tersebut, 
klausula baku yang sering merugikan konsumen adalah klausula baku yang disebut juga 
Klausula Eksonerasi. 
  Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam 
suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya 
membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan 
melanggar hukum
21
. Pada, umumnya klausula eksonerasi dimuat dalam perjanjian sebagai 
klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian yang biasanya ditemukan dalam 
perjanjian baku. 
  Perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban 




 a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat daripada 
debitur; 
 b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu; 
 c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut; 
 d. Bentuknya tertulis; 
 e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual. 
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